Inisiator RUU
Perampasan
Aset Belum Jelas

Pemerintah baru akan mendorong RUU Perampasan Asel
masuk Prolegnas 2026. Belum jelas yvang akan
menginisiasi penyusunan RUU itu.

JAKARTA, KOMPAS — Penyelesai-
an Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset yang jadi sa-
lah satu tuntutan unjuk rasa
sejak 25 Agustus lalu diperki-
rakan baru mulai dibahas pe-
merintah bersama DPR tahun
depan. Dalam waktu dekat, pe-
merintah akan menemui pim-
pinan DPR untuk memastikan
pihak yang menginisiasi un-
dang-undang yang dibutuhkan
bagi pemberantasan korupsi
tersebut.

Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas saat ditemui di Ja-
karta, Rabu (3/9/2025), menya-
dari pembahasan dan penge-
sahan RUU itu menjadi salah
satu tuntutan darl unjuk rasa
pada akhir Agustus hingga Sep-
tember ini.

Dalam tuntutan "17+8 Tun-
tutan Rakyat: Transparansi.
Reformasi. Empati” yang di-
gulirkan sejumlah pemengaruh,
RUU tersebut menjadi satu
dari delapan tuntutan yang ha-
rus diselesaikan dalam satu ta-
hun atau sebelum 31 Agustus
2026.

Karena itu, pemerintah men-
jadikan pembahasan hingga pe-
ngesahan RUU itu menjadi pri-
oritas. Terlebih, Presiden Pra-
bowo Subianto pun sudah me-
nyatakan di hadapan publik
berkali-kali mengenai urgensi
pengesahan RUU itu. Salah sa-
tunya di hadapan massa buruh
saat Hari Buruh 1 Mei 2025 di
lapangan Monas, Jakarta.

Meski demikian, untuk me-
mulai pembahasan, RUU itu ha-
rus terlebih dulu masuk dalam
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) tahunan. Sementa-
ra, sejauh ini, RUU Perampasan
Aset baru masuk dalam Pro-
legnas Jangka Menengah 2025-
2029. Untuk itu, agar dibahas,
RUU tersebut akan diusulkan
dulu masuk dalam Prolegnas
2026. Dengan kata lain, baru
tahun depan RUU Perampasan
Aset akan dibahas pemerintah
dan DPR.

"Saat ini, karena kondisinya
di DPR masih, ya, teman-teman
tahu, kita lagi berusaha untuk
pengesahan  Prolegnas yang
akan datang untuk tahun 2026.
Dan yang kedua, DPR juga su-
dah menyatakan kesiapannya
untuk membahas. Jadi, ini ting-
gal soal waktu,” kata Suprat-
man.

Setelah PDI Perjuangan dan
Partai Demokrat, Partai Kea-
dilan Sejahtera juga menegas-
kan dukungan agar RUU Pe-

rampasan Aset segera dibahas.
Pembahasan RUU ini, menurut
rencana, akan dilakukan setelah
Rancangan Kitab Undang-un-
dang Hukum Acara Pidana
rampung, dengan tetap meng-
utamakan partisipasi publik
yang bermakna.

Sebelum memulai pemba-
hasan untuk Prolegnas 2026,
Supratman berjanji akan ber-
bicara dengan pimpinan DPR.
Hal ini terutama untuk me-
mastikan siapa pihak yang akan
menginisiasi RUU Perampasan
Aset, apakah dari pemerintah
atau DPR.

"Kalau menjadi usul inisiatif
DPR, saya pastikan itu akan
jaun iepin cepat. Karena 1tu,
berarti DPR-nya sudah bisa
(menyetujui RUU),” kata man-
tan Ketua Badan Legislasi DPR
tersebut.

Di periode kedua pemerin-
tahan Presiden ketujuh RI Joko
Widodo, RUU Perampasan Aset
menjadi RUU inisiatif peme-
rintah. Bahkan, pada awal Mei
2023, pemerintah sudah me-
ngirimkan drafnya ke DPR ber-

ikut surat presiden berisi per-
mintaan pembahasan RUU itu
dengan DPR. Namun, hingga
akhir masa jabatan anggota
DPR 2019-2024, RUU tak kun-
jung dibahas.

Menggantung

Memasuki era pemerintahan
Presiden Prabowo, pembahasan
RUU Perampasan Aset masih
menggantung. DPR periode
2024-2029 bahkan tidak me-
masukkannya dalam daftar
Proglegnas Prioritas 2025. Pe-
merintah juga belum pernah
memberikan kejelasan menge-
nai tindak lanjut pembahasan
RUU Perampasan Aset yang
menggantung,.

Sebelumnya, Selasa (2/9),
Wakil Ketua Umum Partai De-
mokrat, yang juga anggota Ko-
misi III DPR dari Fraksi De-
mokrat, Benny K Harman,
mengharapkan Presiden Pra-
bowo mengambil langkah un-
tuk segera mendorong pemba-
hasan RUU Perampasan Asect.
Presiden, menurut dia, bisa
membuat Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-undang
(Perppu) Perampasan Aset.

Saat disinggung soal hal ter-
scbut, Supratman meminta
agar pengesahan undang-un-
dang jangan selalu dibebankan
kepada Presiden. Akan lebih ba-
ik, menurut dia, proses pem-
buatan undang-undang bisa di-

lakukan secara normal sehingga
dalam penyusunannya bisa
mengedepankan partisipasi
publik yang bermakna. Apalagi
ia melihat semua pihak, ter-
masuk fraksi-fraksi DPR, punya
komitmen yang sama.

”Yang jelas bahwa ini bukan
sekadar hanya memenuhi tun-
tutan teman-teman demon-
stran kemarin. Tapi, sudah dari
awal, itu komitmen pemerin-
tah, terutama Bapak Presiden
Prabowo Subianto,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jauh
sebelum demo besar-besaran
menolak kenaikan gaji dan tun-
jangan perumahan DPR, peme-
rintah sudah mempersiapkan
aan sugan merencanakan un-
tuk memasukkan RUU Peram-
pasan Aset ke Prolegnas Pri-
oritas 2026.

Bola panas

Peneliti Transparency Inter-
national Indonesia (TII), Alvin
Nicola, berpandangan, pernya-
taan pemerintah dan DPR ter-
lihat cenderung seperti saling
melempar bola panas.

Alvin pun mendesak presi-
den segera memastikan agar
RUU itu dimasukkan dalam
Prolegnas tahunan dan men-
dorong agar partai-partai pen-
dukungnya di DPR turut me-
ngawal. Opsi perppu, menurut
dia, hanya perlu sebagai jalan
terakhir apabila DPR masih
berlarut-larut dengan tarik-me-
narik kepentingan politik.

“Namun, yang paling penting
adalah kejelasan langkah, mulai
dari ada draf terbuka, jadwal
pembahasan jelas, ruang par-
tisipasi masyarakat sipil, dan
jaminan bahwa RUU ini benar-
benar menjadi instrumen pe-
mulihan aset hasil korupsi, bu-
kan sekadar simbol politik,”
ujarnya.

Pegiat antikorupsi Tibiko Za-
bar berpandangan, scjak awal
RUU Perampasan Aset menjadi
dorongan atau inisiatif dari pe-
merintah melalui Pusat Pela-
poran dan Analisis Transaksi
Keuangan. Sampai akhirnya,
Presiden Joko Widodo pada ta-
hun 2023 mengirimkan surpres
ke DPR. Namun, RUU itu gagal
dibahas oleh DPR dengan alas-
an parpol sedang berfokus pada
agenda elektoral pemilu seren-
tak 2024.

"Kalau pemerintah justru
meminta DPR menjadi inisiatif,
RUU Perampasan Aset hanya
seperti bola pingpong,” kata Ti-
biko. (DEA/BOW/RTG)
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